
Menimbang

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERII(ANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionarisme pegawai Negeri sip' yang melaksanakan
tugas di bidang pelayanan teknis dan operasional
pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan danperikanan' perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Has' Kelautan dan perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perru menetapkan peraturan
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Repubrik Indonesia tentang JabatanFungsionar Asisten pembina Mutu Hasil Kerautan danperikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Perikanan (Lembaran Negara Republik
2oo4 Nomor 11g, Tambahan Lembaran

2OO4 tentang
Indonesia Tahun

Negara Republik

Mengingat : 1.
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Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5073).

undang-Undang Nomor 5 Tahun zol4 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor Sa9il;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ss87) diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor s3 Tahun 20 l0 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun zorr tentang
Penilaian Prestasi Kerja pegawai Negeri sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zoLl Nomor rzL,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor s7 Tahun zoLs tentang
sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan

serta Peningkatan Nilai Tambah produk Hasil perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57261;

Peraturan Pemerintah Nomor 1r rahun zoLT tentang
Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2orr Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 4T Tahun 20 ls tentang
Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor g9);

7.

8.
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Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 111);

Keputusan Presiden Nomor 8T Tahun L9g9 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden

Nomor 97 Tahun 2oL2 tentang perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor BT Tahun Lggg tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2
Nomor 235);

MEMUTUSI(AN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERII(ANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang d,imaksud dengan:
1. Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeda pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri sipit yang selanjutnya disingkat pNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

9.

10.

2.

3.
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4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Instansi R.rsat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, ranggung jawab, dan wewenang
untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan
operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan.

9. Pejabat Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewendng, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
Berwenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis
dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan perikanan pada Instansi Fusat dan
Instansi Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan adalah
kegiatan yang mendukung semua upaya dalam
pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan.
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1 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan adalah sernua kegiatan yang meliputi

bimbingar, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap

mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk
dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.

L2. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKp

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang
bersangkutan.

t4. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu
syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

15. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan perikanan yang selanjutnya
disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang
disusun dalam sKP serta menilai kinerja Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan.

16. Standar Kompetensi adalah stand,ar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan perikanan yang menyangkut aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta
sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan
syarat jabatan.

17. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas
penguasaan kompetensi pada bidang pembinaan mutu
dan keamanan hasil kerautan dan perikanan yang
diberikan oleh lembaga yang berwenang.
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18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan.

19. Menteri adalah menteri yang

pemerintahan di bidang

negara.

menyelenggarakan urusan

pendayagunaan aparatur

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada

Instansi Rrsat dan Instansi Daerah.

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan
karier PNS.

(1)

(21
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BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Fungsional
kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan F\rngsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang
tertinggi, terdiri atas:

a. Asisten Pembina Mutu Hasil

Perikanan Terampil;

b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Mahir; dan

c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Penyelia.

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (z), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan
tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Menteri ini.
Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten pembina
Mutu Hasil Kelautan dan perikanan ditetapkan
berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah
ditetapkan oleh pejabat yang Berwenang menetapkan
Angka Kredit.

Kelautan dan

(3)

(4)

(s)
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TUGAS JABATAN,

BAB IV

UNSUR DAN SUB

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

T\.rgas Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan
Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi
persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(1) unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan yang dapat
dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.
(21 unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu
dan Keamanan Hasil Kelautan d.an perikanan; dan

c. pengembangan profesi.
(3) sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan formar dan memperoleh ijaaahlgelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat)

fungsionallteknis di bidang pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan serta
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memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan
memperoleh STTPP.

b. Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan Mutu
dan Keamaan Hasil Kelautan dan perikanan,

meliputi:

1. persiapan Pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
dan Perikanan;

2. pelaksanaan Pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
dan Perikanan; dan

3. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan

Teknis dan operasional pembina€rn Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan.

c. Pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karya Tr.rlis/Karya Ilmiah di bidang

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
dan Perikanan;

2. penerjemahan /penyaduran buku dan bahan lain
di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan perikanan; dan

3. penlusunan buku pedom an /ketentuan
pelaksanaanf ketentuan teknis di bidang
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan

(4) unsur J;fiff:rip,,ti,
a' pengajar/pelatih dalam diklat fungsio nal/teknis di

bidang pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan perikanan;

b. peran serta dalam seminar/lokak arya di bidang
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kerautan dan
Perikanan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat
nasional/ internasional ;
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keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

perolehan penghargaan /tanda jasa; dan

peroleh art ijazal:. I gelar pendidikan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan perikanan sesuai dengan
jenjang jabatantryd, sebagai berikut:
a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terampil, meliputi:
1. men)rusun rencana kerja pelayanan Teknis dan

operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;

2. menJrusun rencana teknis pelaksanaan
Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan d,an

Perikanan bulanan;

3. mengumpulkan data sekunder dalam rangka
menJrusun rancangan teknis pelaksanaan
Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan
Perikanan;

4. mengumpulkan bahan dalam rangka
penyLrsunan pedoman teknis fiuklak, juknis,
rancangan standar, prosedur) di bidang
Pembinan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
dan Perikanan;

5. melakukan persiapan pemantauan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan

d.

e.

f.
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(kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada

saat pembongkaran I pemanenan/ penan ganan I
pengolahan I logistik I pemasaran) ;

6. melakukan pengambilan dan penanganan

sampel hasil kelautan dan perikanan dan

sampel lain (air, sampel swab peralatan);

7. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam

rangka identifikasi, pembinaan, kesesuaian
persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi

pemanfaatan sarana dan prasarana untuk
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan

dan perikanan;

8. melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana untuk standar kelayakan dasar dalam
rangka identifikasi, pembinaan kesesuaian

persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi
pemanfaatan sarana dan prasarana untuk
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

9. mengumpulkan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacturing Practices dan
sanitation standard operating hocedurel di unit
pengolahan ikan skala kecil;

10. mengumpulkan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufactt"tring practices dan
sanitation standard operating hocedurel di unit
pengolahan ikan skala menengah;

1 1. mengumpulkan data pembinaan kerayakan
dasar (Good Manufacfitring hactices dan
sanitation standard operating hocedure\ di unit
pengolahan ikan skala besar;

L2. melakukan penyebarluasan informasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan;

13. menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi
ragamf diversifikasi produk kelautan dan
perikanan;
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L4. mengumpulkan data dalam rangka registrasi

usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi)

untuk mendapatkan kriteria usaha (Iayak,

prospektif, potensial) dalam upaya pembinaan

usaha kelautan dan perikanan dalam rangka

peningkatan mutu;

15. melakukan pengkondisian peralatxt/ruangan
dalam rangka pengkondisian akomodasi dan
lingkungan laboratorium ;

16. melakukan penerimaan dan pengkodean sampel

dalam rangka penyiapan sampel;

17. melakukan perawatan sampel (pengarsipan,

pengemasan, dan penyimpanan) dalam rangka
penyiapan sampel;

18. melakukan preparasi sampel (thawing dan
homogenfsasr) dalam rangka penyiapan sampel;

19. membuat media/pelarut dalam rangka
penyiapan media/ reagensia;

20. melakukan kalibrasi internal peralatan
pengujian tingkat sederhana;

2L. melakukan pengujian sampel di laboratorium
dengan metode tingkat sederhana;

22. melakukan pemusnahan sampel/media
reagensla;

23. menJrusun instruksi kerja dan/atau metode
pengujian peralatan tingkat sederhana;

24. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
dan Perikanan; dan

25. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan
dalam rangka pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.

b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

Mahir, meliputi:
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menyLrsun rencana kerja Pelayanan Teknis dan

Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan

Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
menJrusun rencana teknis pelaksanaan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan

dan Perikanan bulanan;

3. mengumpulkan data primer dalam rangka

menyusun rancangan teknis pelaksanaan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan

dan Perikanan individu;

mengumpulkan bahan rencana strategis dalam
rangka penyiapan bahan kebijakan Pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan;

melakukan persiapan pemantauan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan
(kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada

saat pembongkaran/ pemanenan/ penan ganan f
pengolah an / logistik I pemasaran ;

melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana

dan prasarana di sentra produksi (unit
penanganan /unit pengolahan ikan/unit
penanganan pengolahan produk non konsumsi/
kapalltambak / perairan), pusat pendaratan ikan
(PPI), dan pasar;

melakukan pengambilan dan penanganan
sampel hasil kelautan dan perikanan dan
sampel lain (air, sampel sutab peralatan);

melakukan identifikasi sarana prasarana dalam
rangka identifikasi, analisis, pembinaan,
kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana,
dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana
untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan;

melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar
dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan

9.
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dan kesesuaian persyaratan sarana dan

prasarana, evaluasi pemanfaatan sarana dan

prasarana untuk peningkatan mutu dan

keamanan hasil kelautan dan perikanan;

10, mengumpulkan data pembinaan kelayakan

dasar (Good Manufacdtring hactices dan

Sanitation Standard Operating Procedurel di unit
pengolahan ikan skala kecil;

1 1. mengumpulkan data pembinaan kelayakan

dasar (Good Manufacfitring hactices dan

Sanitation Standard Operating hocedurel di unit
pengolahan ikan skala menengah;

L2. mengumpulkan data pembinaan kelayakan

dasar (Good Manufacfiiring Practices dan

Sanitation Standard Operating Procedure) di unit
pengolahan ikan skala besar;

13. menyiapkan bahan verifikasi kelayakan
pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat
kelayakan pengolahan;

L4. menyiapkan bahan untuk identifikasi penyebab

penolakan dalam rangka pembinaan tindak
lanjut kasus penolakan;

15. melakukan penyebarluasan inforrnasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan;

16. menyiapkan bahan pembinaan terkait
diversifikasi produk kelautan dan perikanan;

L7. menyiapkan bahan pembinaan kcmpetensi
tenaga kerja di unit penangananfpengolahan

hasil kelautan dan perikanan untuk pembinaan

usaha hasil kelautan dan perikanan dalam
rangka peningkatan mutu;

18. merawat dan mengkondisikan peralatan uji
tingkat sederhana;

19. nrembuat larutan standar/larutan kerja dalam
rangka penyiapan media/ reagensia;
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20. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat
sedang;

2L. melakukan pengujian sampel di laboratorium

dengan metode tingkat sedang;

22. menyusun instruksi keda daurrlatau metode

pengujian peralatan tingkat sedang;

23. menyiapkan bahan untuk penyusunan

Rancangan Standar Nasional Indonesia 1;

24. mengumpulkan bahan hasil jajak pendapat;

25. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pelayanan teknis dan operasional

pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan; dan

26. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan
untuk Pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.

c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

Penyelia, meliputi:
1. menyusun rencana kerja pelayanan Teknis dan

operasional Kegiatan pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan

tahunan;

2. menJrusun rencana teknis pelaksanaan
Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan d.an

Perikanan bulanan;

3. melakukan persiapan pemantauan mutu hasil
kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan
tambahan pangan pada saat
pembongkaran / pemanenan / pe nan ganan I pengol
ahan / logistik I pemasaran) ;

4. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana
dan prasarana di sentra produksi (unit
penanganan/unit pengolahan ikan/unit
penanganan pengolahan produk
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nonkonsumsi/kapal/tambak I perairan), pusat
pendaratan ikan (PPI), dan pasar;

5. melakukan pengambilan dan penanganan

sampel hasil kelautan dan perikanan dan
sampel lain (air, sampel swab peralatan);

6. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam

rangka identifikasi, pembinaan, kesesuaian

persyaratan sarana dan prasarana dan evaluasi
pemanfaatan sarana dan prasarana untuk
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

7. melakukan kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar

untuk identifikasi, pembinaan, kesesuaian

persyaratan sarana dan prasarana dan evaluasi
pemanfaatan sarana dan prasarana untuk
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

8. mengumpulkan bahan evaluasi pemanfaatan

sarana dan prasarana untuk identifikasi,
pembinaan, kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana, dan evaluasi pemanfaatan sarana
dan prasarana untuk peningkatan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan;

9. mengumpulkan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacturing hactices dan
sanitation standard operating procedure) di unit
pengolahan ikan skala menengah;

10. mengumpulkan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacturing practices dan
sanitation standard operating hocedure) di unit
pengolahan ikan skala besar;

1 1. mengumpulkan bahan rekomendasi hasil
pembinaan Good Manufacturing practices dan
sanitation stand.ard. operating hocedure;

L2. menyiapkan bahan Gap Analgsis terhadap
penyLrsunan manuar Good Manufacfuring
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Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating

Procedure (SSOP)/ Hazard Analysis and Critical

Control Point (HACCP);

13. menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen

kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan

Kemanaan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan

negara lain I instansi lain;

L4. mengumpulkan bahan rekomendasi untuk
pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;

15. melakukan penyebarluasan informasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan kemanaan hasil
kelautan dan perikanan;

L6. menyiapkan bahan pendampingan layanan

investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di

bidang usaha;

L7. melakukan verifikasi peralatan
penguj ian/ruangan untuk pengkondisian

akomodasi dan lingkungan laboratorium;
18. merawat dan mengkondisikan peralatan uji

tingkat sedang;

19. menyiapkan bahan untuk perumusan

Rancangan Standar Nasional Indonesia 2;

20. menyiapkan bahan konsenslls Rancangan

Standar Nasional Indonesia 3;

2r. mengumpulkan bahan evaruasi penerapan

Standar Nasional Indonesia;

22. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pelayanan teknis dan operasional
pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan; dan

23- melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan
untuk pelayanan teknis dan operasional
pembinaan mutu dan keamanan hasil
perikanan.

(2) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
yang melaksanakan kegiatarr pengembangan profesi

diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terrrisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap
jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi
Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8
Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan,
sebagai berikut:

a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Terampil, meliputi:
1. dokumen rencana kerja pelayanan Teknis dan

operasional Kegiatan Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
dokumen rencaria teknis pelaksanaan pelayanan

Teknis dan operasional pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan per:ikanan bulanan;
data sekunder rancangan teknis mengenai
pelaksanaan Pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan
Perikanan;

laporan pengumpulan bahan pedoman teknis di
bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan:

(4)

2.

3.

4.
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5. laporan persiapan pemantauan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran

ikan, bahan tambahan pangan pada saat

pembongkaran/

pemanenan/ penang anan f pengol a}iran I logistik/
pemasaran);

6. laporan pengambilan dan penangangan sampel hasil
kelautan dan perikanan dan samper lain (air,

sampel swab peralatan);

7. laporan hasil identifikasi sarana prasarana;

8. laporan kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana untuk standar kelayakan dasar;

9. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacturing hactices d.an sanitation
standard operating hocedurel di unit pengolahan

ikan skala kecil;

10. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacturing practices d.an sanitation
standard operating procedurel di unit pengolahan

ikan skala menengah;

I 1. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufactuing practices dan sanitation
standard operating procedurel di unit pengolahan
ikan skala besar;

L2. laporan penyebarluasan informasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

13. laporan penyiapan bahan identifikasi
ragamf diversifikasi produk kelautan dan perikanan;

L4. laporan pengumpuran data untuk registrasi usaha
(identifikasi, verifikasi dan validasi) guna
mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif,
potensiat);

15. laporan pengkondisian peralat an /ruangan dalam
rangka pengkondisian akomodasi dan lingkungan
laboraturium;

16. laporan penerimaan dan pengkodean sampel;
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L7. laporan perawatan sampel (pengarsipan,

pengemasan dan penyimpanan);

18. laporan preparasi sampel (thawing dan

homogenisasi);

19. laporan pembuatan media/pelamt;

20. laporan kalibrasi internal peralatan pengujian

tingkat sederhana;

2L. laporan pengujian sampel di laboratorium dengan

metode tingkat sederhana;

22. laporan pemusnahan sampel/media;

23. laporan penyusunan instruksi kerja dan/atau
metode pengujian peralatan tingkat sederhana;

24. laporan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Teknis dan
Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan; dan

25. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian

mutu dan keamanan hasil keiautan dan perikanan
untuk Pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Mahir, meliputi:

1. dokumen rencana kerja pelayanan Teknis dan
Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan tahunan;

2. dokumen rencana teknis pelaksanaan pelayanan

Teknis dan operasional pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan bulanan;

3. data primer rancangan teknis pelaksanaan
' Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

perikanan;

4. laporan pengumpulan bahan rencana strategis
dalam rangka penyiapan bahan kebijakan
Pembina€rn Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan
Perikanan;

5. laporan persiapan pemantauan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan;
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6. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan
prasarana di sentra produksi;

7. laporan pengambilan dan penangangan sampel hasil
kelautan dan perikanan dan sampel lain;

8. laporan hasil identifikasi sarana prasarana untuk
identifikasi, analisis, pembina€rn, kesesuaian
persyaratan sarana dan prasarana, dan evaluasi
pemanfaatan sarana dan prasarana guna
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

9. laporan kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana berdasarkan standar kelayakan dasar
untuk identifikasi, analisis, pembinaan dan
kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana,
evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana guna
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

10. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacturing practices dan sanitation
standard operating hocedure) di unit pengolahan
ikan skala kecil;

1 1. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacfiiring practices dan sanitation
standard operating procedurel di unit pengolahan
ikan skala menengah;

12. laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufacttting practice.s dan sanitation
standard operating hocedurel di unit pengolahan
ikan skala besar;

13. laporan penyiapan bahan verifikasi kelayakan
pengolahan untuk penerbitan sertifikat Kelayakan
Pengolahan;

14. laporan penyiapan bahan untuk
penyebab penolakan;

identifikasi

15. laporan penyebarluasan informasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;
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16. laporan penyiapan bahan pembinaan terkait
diversifikasi produk kelautan dan perikanan;

L7. laporan penyiapan bahan pembinaan kompetensi
tenaga kerja di unit penangananfpengolahan hasit
kelautan dan perikanan;

18. laporan perawatan dan pengkondisian peralatan uji
dengan tingkat sederhana;

19. laporan pembuatan larutan standar/lantta.n kerja;
20. laporan kalibrasi internal peralatan pengujian

tingkat sedang;

2L. laporan pengujian sampel di laboratorium d,engan

metode tingkat sedang;

22. laporan pen)nrsunan instruksi keda d,an/atau
metode pengujian peralatan;

23. laporan penyiapan bahan untuk penytrsunan

Rancangan standar Nasionar Indonesia 1;

24. laporan pengumpulan bahan hasil jajak pendapat;
25. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan

Teknis dan operasional pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan d,an perikanan; dan

26. laporan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk
Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu
dan Keamanan Hasil perikanan.

c' Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
Penyelia, meliputi:
1' dokumen rencana kerja pelayanan Teknis dan

operasional Kegiatan pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan tahunan;

2. dokumen rencana teknis pelaksanaan pelayanan

Teknis dan operasional pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan bulanan;

3. laporan persiapan pemantauan mutu dan
keamanan hasil kerautan dan perikanan;

4. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan
prasarana di sentra produksi;
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10.

8.
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laporan pengambilan clan penangangan sampel hasil
kelautan dan perikanan darr sarcpel lain;
laporan hasil identifikasi sarana prasarana
identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan
sarana dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan
sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan;

laporan kesesuaian persyaratan sarana dan
prasarana untuk standar kelayakan dasar
identifikasi, pembinaan, kesesuaian persyaratan
sarana dan prasarana dan evaluasi pemanfaatan
sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan;
laporan pengumpulan bahan evaluasi pemanfaatan
sarana dan prasarana identifikasi, pembinaan,
kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana dan
evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk
peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikana.n;

laporan pengumpulan data pernbinaan kelayakan
dasar (Gctod Manufacfuing hactices rJan sanitation
standard operating procedurel di unit pengolahan
ikan skala menengah;

laporan pengumpulan data pembinaan kelayakan
dasar (Good Manufactttring practices dan sanitation
standard operating hocedurel di unit pengolahan
ikan skala besar;

laporan pengumpulan bahan rekomendasi hasil
pembinaan Good Manufacfitring practices dan
sanitation standard operating procedure;

laporan penyiapan bahan Gap Anargsis terhadap
penyusunan manual Good Manufachtring hactices
(GMP)/ sanitation stand.ard. operating procedure

(ssoP)/ Hazard Analgsis ancl critical control point
(HACCP);

laporan penyiapan batran untuk penyusunan
dokumen kerjasama di bidarrg pembinaan Mutu dan

11.

12.

13.
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Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan
negara lain / instansi lain;

14. laporan pengumpulan bahan rekomendasi untuk
pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;

15. laporan penyebarluasan informasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;

16. laporan penyiapan bahan pendampingan layanan
investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang
usaha;

LT . laporan verilikasi peralatan penguj ianlruangan
untuk pengkondisian akomodasi dan lingkungan
laboratorium;

18. laporan perawatan dan pengkondisian peralatan uji
dengan tingkat sedang;

19. laporan penyiapan bahan untuk penyr.rsunan

Rancangan standar Nasionar Indonesia 2;
20. laporan penyiapan bahan Konsensus Rancangan

Standar Nasional Indonesia 3;
2L. laporan pengumpuran bahan evaluasi penerapan

Standar Nasional Indonesia;

22. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan

Teknis dan operasional pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan; dan

23. laporan evaluasi petaksanaan pengujian mutu dan
keamanan hasil kerautan dan perikanan untuk
Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu
dan Keamanan Hasil perikanan.

Pasal 9
Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten pembina
Mutu Hasil Kelautan dan perikanan yang sesuai dengan
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat (l) maka Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan yang berada
satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
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penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang

melaksanakan tugas Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 8oo/o (delapan puluh persen) dari
Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang
melaksanakan tugas Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoteh
ditetapkan sebesar rooo/o (seratus persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1 1

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan yaitu pejabat sesuai d.engan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan F\ngsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan
melalui:

1. pengangkatan pertama;

2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (inpassingl; dan
4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan melalui
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling

tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan
danlatau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu
pangan, dan ilmu gizi;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai standar Kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi
lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan dari calon
PNS.

(21



-27 -

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pad a ayat (21 setelah

diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji
kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam
Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
(tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori
keterampilan di bidang pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Kelautan dan Perikanan.

(5) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan
dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (a) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui
perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L2 angka 2, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. berstatus pNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diptoma II (D II) atau paling

tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan
dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu
pangan, dan ilmu gizi;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi sosial
Kultural sesuai standar Kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi pembina;
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f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan

Mutu dan l(eamanan Hasil Kelautan dan perikanan

paling kurang 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi 5s (lima puluh tiga) tahun.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pangkat yang ditetapkan bagi pNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat
yang dimilikinva, dan jenjang jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
Pejabat yang Benvenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana climaksud pada ayat
(3) ditetapkan dari unsllr utama dan unsur penunjang.
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional kategori
keterampilan di bidang pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui penyesuaian (/npass ingl

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui
penyesuaian (inpassingl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L2 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. berstatus pNS;

(3)

(4)

(s)
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memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;

berrjazah paling rendah Diploma II (D II);
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pelayanan Teknis dan operasional pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan
paling kurang 2 (dua) tahun; dan
nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila PNS yang pada saat peraturan Menteri ini
ditetapkan, memiliki pengalarnan dan masih
melaksanakan tugas di bidang pelayanan Teknis dan
operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan pejabat
yang Berwenang.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
harus mengikuti dan rurus diktat fungsional kategori
keterampilam di bidang pembinaan Mutu d.an Keamanan
Hasil Kelautan dan perikanan;

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan
yang akan diduduki.
Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpass ing)
dalam Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan perikanan, tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Angka Kredit Kumulatif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa
penyesuaian ( fnpass ingl .

(3)

(4)

(5)

(6)
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(71 Tata cara penyesuaian (rnpassingl ditetapkan lebih lanjut
oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui promosi

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui
promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 angka 4
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan rulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai standar Kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

(21 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui
promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsionar Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 17
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten

Pembina Mutu Hasil Kerautan dan perikanan harus
memenuhi standar Kompetensi sesuai dengan jenjang
jabatan.

(2) Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu
Hasil Kelautan dan perikanan, meliputi:
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a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.
Rincian standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan
tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Instansi Pembina.

BAB VIII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

Setiap PNS yang diangkat menjadi Asisten pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan wajib dilantik dan diambil
sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya
kepada T\rhan Yang Maha Esa.

sumpah/ianji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Pada awal tahun, setiap Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan wajib menyusun sKp yang akan
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
sKP Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit
kerja yang bersangkutan.

sKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan
syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang
jabatan.

sKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan
langsung.

(1)

(21

(1)

(21

(3)

(41
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Pasal 20

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan secara

objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 2 I
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2o
ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap
tahun.

Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai
salah satu syarat untuk kenaikan pangkat d,an/atau
kenaikan jabatan.

Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 merupakan penjumlahan
pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari
unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan
unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling
kurang:

(21

(3)

(41

(1)

(21

(3)

(1)
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a. 5 (lima) untuk Asisten Penrbina IVIutu Hasil Kelautan

dan Perikanan Terampil;

b. r2,5 (dua belas korna lirna) untuk Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mah.ir; dan
c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Pembina Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka
I huruf c, tidak berlaku bagi Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Penyelia, yang rnemiliki pangkat
tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai dasar untuk penilaian SKp.

Pasal 23

Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus
dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan
kenaikan jabatan danlatau pangkat Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan perikanan, untuk:
a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

dengan pendidikan Diploma II (D II) sebagaimana
tercanturn dalam Lampiran II yang me npakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini; dan

b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

dengan pendidikan Diploma III (D.III) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif .yang harus dicapai
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan,
yaitu:

a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka
Kredit berasal dari unsLlr utama, tidak termasuk sub-
unsur pendidikan formal; dan

b. paling banyak 2oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur penunjang.

(3)

(1)

(21
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Pasal 24

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir
yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, Angka
Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub-
unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan darr/atau pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut
dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan darrlatau
pangkat berikutnya.
Asisten Pembina Mutu Hasit Kelautan dan perikanan

yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang
didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya
diwajibkan mengumpulkan paling rendah 2oo/o (dua
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan d,anlatau
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas
jabatan.

Pasal 26
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan penyelia

yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan
paling sedikit l0 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan
pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan dan
pengembangan profesi.

Pasal 27
(1) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

yang secara bersama-sama membuat Karya T\,rlis lKarya
Ilmiah di bidang pembinaan mutu hasil kelautan dan

(21
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perikanan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 6Qo/o (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 4oo/o (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masin g 25o/o

(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 4oo/o (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing ZQo/o

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka

pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang

sama untuk setiap penulis.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai

dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka
Kredit, setiap Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar
Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuat
kegiatan sesuai dengan SKp yang ditetapkan setiap

(1)

(21

(3)
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tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau
rekapitulasi bukti fisik.

Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan
bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan.

daftar

sebagai

Asisten

BAB XI
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,

PF,.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29
Usul penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan diajukan oleh:

a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
pada unit kerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan kepada pejabat pimpinan Tinggi pratama di
bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan untuk Angka
Kredit bagi:

1' Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
Terampil sampai dengan Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan perikanan penyelia di lingkungan
Kementerian Kelautan dan perikanan; dan

2' Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
Penyelia di lingkungan pemerintah Daerah
Provin si / Kabupaten / Kota;

b. Kepala unit pelaksana Teknis kepada pejabat pimpinan
Tinggi Pratama di bidang kesekretariaran pada unit kerja
Jabatan pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan
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perikanan untuk Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sampai dengan

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Penyelia di lingkungan Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang

ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil dan Asisten

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan

Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

kepada Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Asisten Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil dan Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan Mahir di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabup aten /Kota.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30
Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang

kesekretariatan pada unit kerja Jabatan pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi:
1. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terampil sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan perikanan penyelia di lingkungan
Kementerian Kelautan dan perikanan; dan

2. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi/

Kabup atenlKota;

d.
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Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk
untuk Angka Kredit bagi Asisten Pembirra Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Terampil dan Asisten Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi; dan

Sekretaris Daerah Kabupatenf Kota atatr Pejabat. Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang

ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil dan Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabup aten /Kota.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 3 1

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim penilai yang
terdiri atas:

a. Tim Penilai h,rsat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan untuk Angka
Kredit bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Penyelia di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, dan pemerintah Daerah provinsi/

KabupatenlKota;

b. Tim Penilai unit Kerja bagi pejabat pimpinan Tinggi
Pratama di bicang kesekretariatan pada unit kerja
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan
Perikanan untuk Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan perikanan Terampil dan Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir di
lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan;

c.
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Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terampil dan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan Mahir di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi; dan

Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah

KabupatenlKota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk
Angka Kredit bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan Terampil dan Asisten Pembina Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Mahir di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31

terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi pembinaan mutu hasil kelautan dan
perikanan, unsur kepegawaian, dan Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
(21 susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(3) susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (z)

harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (zl

huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
(5) sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada
instansi masing-masing.

(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pad a ayat (21

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan.

d.
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(71 Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat
(2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD

Provinsi / Kabupaten / Kota.

(8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.
(9) Apabila jumlah anggota Tim penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan, anggota
Tim Penilai dapat diangkat dari pNS rain yang memiliki
kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan perikanan.

(10) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan pimpinan

Tinggi Madya yang membidangi pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan pada
Kementerian Kelautan dan perikanan untuk Tim
Penilai Pusat dan Tim penilai Unit Kerja;

b. sekretaris Daerah pada provinsi untuk rim penilai
Provinsi; dan

c. sekretaris Daerah pada Kabupaten/Kota untuk Tim
Penilai Kabupa ten I Kota.

Pasal 33
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan selaku Pimpinan Instansi pembina Jabatan
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Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35
Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

selain memenuhi syarat kinerja, Asisten pembina Mutu
Hasil Kelautan dan perikanan yang akan dinaikkan
jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan
lulus uji kompetensi, dan persyaratan lain yang
ditentukan oleh Instansi pembina.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 36

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

diikutsertakan pada pelatihan.

(21 Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis

kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari rim
Penilai.

(3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis.

(4) selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
dapat mengembangkan kompetensinya melalui program
pengembangan kompetensi lainnya.

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) yaitu:

a. mempertahankan keterampilan sebagai pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikan an (maintain rating);
b. seminar;

c. lokakarya (workshopl; atau
d. konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman pen)nrsunan analisis
kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 37
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(1) Penetapan kebuttthan PNS dalarn Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari
indikator meliputi:

a. jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan;

b. luas wilayah pelayanan teknis dan operasional
pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan
perikanan; dan

c. frekuensi Pelayanan Teknis dan operasional
Pembinaan Mutu dan Kearnanan Hasil Kelautan dan
Perikanan.

(2\ Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat
persetujuan dari Menteri.

BAB )fl/
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

(1) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai pNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar 1ebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan pengawas,

dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(21 Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
yang diberhentikan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai clengan huruf e

dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasit Kelautan dan perikanan.
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(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan

dapat ditambah dengan Angka Kredit dari
pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan adalah Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Pasal 40
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin
terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas
jabatan.

(21 Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menJrusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

b. menJrusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

c. menJrusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu
Hasil Kelautan dan perikanan;

d. menyLrsun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan;

e. men)msun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pembinaan
mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
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f. menJrusun kurikulum pelatihan Jabatan F\.rngsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan;

j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan da

petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan;

1. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan perikanan;

o. memfasilitasi pen)4rsunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telahr ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan perikanan di seluruh Instansi
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Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;

dan

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna

dalam rangka pembinaan karier Asisten Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

(3) uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah
pengguna Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan setelah mendapat
akreditasi dari Instansi Pembina.

(4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k,

huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r,
menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan secara berkala sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan pembinaan kepada Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan

tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf i diatur dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan.
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BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 4 1

Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan wajib memiliki 1 (satu)

organisasi profesi.

Setiap Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan wajib menjadi anggota organisasi profesi
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan.

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh

Instansi Pembina.

organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan
kode perilaku profesi.

organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan perikanan mempunyai tugas:
a. menJrusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (s) hun.f a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan setelah
mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan dan
hubungan kerja Instansi pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan diatur dengan peraturan

Menteri Kelautan dan perikanan.

(3)

(4)

(s)

(6)

(71
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BAB )CVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
yang mendapatkan penghargaan sebagai Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Teladan

diberikan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan

dengan ketentuan:

a. 25o/o (dua puluh lima persen) Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam
PAK, bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan teladan tingkat nasional; dan

b. L5% (lima persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan

diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan teladan
tingkat provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan penetapan

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan

Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan.

Pasal 43

untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir,
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat
dipindahkan ke dalam jabatan rainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
persetujuan Pejabat Pembina Kepegarvaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan
Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman
perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten pembina

Mutu Hasil Kelautan d,an perikanan ditetapkan.

(2)
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BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas

Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori
Keterampilan pada unit kerja Jabatan pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi penguatan daya saing produk
kelautan dan perikanan, dan pada unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan
tangkap, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor o 1

Tahun 2oLL tentang Jabatan Fungsional pengawas

Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4T
Tahun 2OI4 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun zoLL tentang Jabatan
Fungsional Pengawas perikanan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor
L872l. dinyatakan tidak berlaku dan pNS yang
bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengawas perikanan bidang Mutu Hasil
Perikanan Kategori Keterampilan.
Pejabat F\rngsional yang diangkat kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan berdasarkan peraturan Menteri ini.
Keputusan pembebasan sementara bagi pejabat

Fungsional Pengawas perikanan bidang Mutu Hasil
Perikanan Kategori Keterampilan pada unit kerja
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,

(21

(3)
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dan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi perikanan tangk.p, karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang

dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 01 Tahun 2oLL tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 47 Tahun 2oL4 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2oLL tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor L872), dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 46
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap

PNS yang menduduki Jabatan F\rngsional pengawas

Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil
Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing
produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di
bidang perikanan tangkap, dengan pendidikan
sMA/sederajat, Diploma II (D II), dan Diploma III (D III),
dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan,
sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang
Mutu Hasil perikanan pelaksana disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Terampil;
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b. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang

Mutu Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan Mahir; dan

c. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang
Mutu Hasil Perikanan Penyelia disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Penyelia.

PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
PNS dengan pendidikan sMA/sederajat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijazah paling
rendah Diploma II (D II) bidang perikanan dan/atau
kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan
ilmu guzi paling lama 5 (lima) tahun sejak disesuaikan
dalam Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan.

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
yang belum memiliki ijaza}:. sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari
jabatannya.

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini murai berlaku, terhadap
PNS dengan formasi Jabatan Fungsional pengawas

Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasit
Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing
produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di
bidang perikanan tangkap, dan telah mend,apatkan
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, d,apat dilakukan
penyesuaian nomenklatur jabatan dan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Asisten pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan.

(41

(s)

(1)
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(21 PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan

diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum

dalam Lampiran I yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2oLL
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 47 Tahun 2OL4 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor O 1 Tahun zOL 1 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor LBT2)

dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 49

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui penyesuaian
(rnpassingl sebagaimana dimaksud dalam pasal l S
dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 50
Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4l ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima)
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
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Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 01 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2oL4
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor O 1 Tahun
?OLL tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2oL4 Nomor L8721 yang mengatur tentang pengawasan
perikanan bidang penangkapan ikan dan pembudidayaan
ikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum
diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 20 1 1 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4T Tahun zoL4
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor O 1 Tahun
?OLI tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2oL4 Nomor L872) yang mengatur tentang pengawasan
perikanan bidang mutu hasit perikanan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri

diundangkan.

Pasal 54

ini mulai berlaku pada tanggal



-54-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 20 18
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:ancangan standar, prosedurf di bidanglembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautanlan Perikanan

LaPoran o.o2 Teramfiil

Bl rrv.sJq.qr rstsnls qan gperasional I

2

I r r rDr.a.1.,c.n pcmafiEuan mutu dan
lkeamanan hasil keiaud" d;;;;"" metiputkesqgaran ik"q, bahan ,amiat;'[ng"r, p"a.saat

T*T"gt aran / pmanenan/ peninganan/ pengol**flgg"tik/pemasaran, sebaeai:

laporan

b fAnggota o.1 Fenyetia
o.05 Mahir

fMelakukan *
dan prasarana di sentra prrd;Li f";i,penanganan/ unit pengolahan ik4n/unit
penanganan pengolatran produk
nonfonsum si / bapal / tamtatTperairanf , pusat

o.v2 Terampil
laporan

1

I
E

-I
E
FE
E
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NO UNSUR SUB UNSUR

-

3

URAI,+N KEGI,ATAN/TUGAS HASIL
KER^rAlouTPUT

ANGI(A
KREDTT PEI,AKSANA TUGASl! 2

tr
+

I Ketua 5 6 7

b Anggota o.1 Penyelia

3 MrxaKul(an Deltparnbil en dart
o.05 Mahir

sampel trasii rel-aut"" J;;fi*;; d* sampetIain (air, sampel *tab peralatany, setagai:

^ lv.

laporan

A"ssoEb o.1 Penye[a
o.o5 Mahir

-*"r*-O
I:.:_yi" Ffry*1t"r, sararra dan prasarana,
oan evaluasi pcmanfaatan sarana dan prasarana
."1tuk peningkatan mutu dan kearnanan hasilkelautan dan perikanan:

o.o2 Terampil

-".r sg\q,-r narana prasafallq. 5gf agail
., Kerua

--.,, Anggata 

-

[aporan

o.1 Penyeli,a
o.o5 Mahir

b 
f 
Melaku

I 
aan prasarena berdasarkan standar

o.o2 Terampil
Laporan

f, rlsltaaa

--r

2) Anggota o.l Peny-Ea-
0.05 Mahir

y."*-O
Sarana dan prasarana

o.02 Teramriil

LItr
Laporan o.1 Penyelja

da
Sa

di

'r 
rts,urnpull{an oata pembinaan kelayakan

s1(Cood Mmqachtring prarAtrxz" 1CUf1 au,
nitntion Standard @erutrg proeiur 

fssOp/ )unit pengolahan ikan
lc.r Atrsu, leDagal:

laporan
1) Ketua

-

2) Anggora

-
-

sKala tnenenEah sehr

o.03 Mahir
o.oL2 Terampil

b
[.aporan



-58-

NO UNSUR SUB UNSUR

--+
3

URATAN KEGIATAN/TUGAS HASIL
KER.TAlot TPUT

ANGILT
KREDIT PEI,AKSANA TUGASli 2

4
5

6

7

8

l) Kefua 

-

-'r--___

el anggo

6 7
o.1 Fenyefa

0.05 Mahit'

c o.v2 Terampil
---E*

lf Ketua

2)Anggota

-

[a.poran

o.1 Penyelia
0.05 Mahir

Mengumputt"tr U
pembinaan M. Marutfa,fur*W Ffacfibes dan
Sanitation furdrsrd Oneratin n 

-hri*A,, u

o.02 Terampil
Laporan o.2 Penyelia

l^f--,-'.,. v..J rqpd.ur u.{rirrl verulKasl Ketdyakan
pengolahan dalam rangka penerbltan sertifikat
Kelayakan Fensolahan

laporan o.05 Mahif

Menyiapkanbahan Gqp@
penJrusunan manual M ttinufacatrtq
hacties (GMp)/ tunitcrtbn Stanioua Wtuinghodurc (Sffip) |Hazand. Anatgsi.s and. Cfrianti@Iemr HAccE
\if enrrio-L

laporan o.2 Penyella

9

L

I

rokumen k d;;;ffift'ftTffiTnT"
lan Keamanan Hasil Kelautai dein perikanan
lengan negara lain/instansi lain

la,poran o.2 Penyelia

l,.|slqlt,'|.^_. - v-qls.Lg r lfr u. vlrr4ar r Lrncl€u(' IanJ ut l(asus
penolakan

-to l tr^--;--r-^ -.r. vrlt ra,pncur uErnan qaram rangka ldentifikasi
p"yelqb penolakan

Laporan o.05 Mahir

l"

I

-;.t.o.6a*ffi Laporan o.2Melakrrlao- *'r"offi Penyelia
ry..J vvw rsqDcrrl tfrtgr rnasl, puDukasl,

promosi tentang mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan, sebagai:

-

alKetua-

laporarr

b lAnggota
o.1 Penyelfa

0.05 Mahir
o.v2 Terampil



NO UNSUR SUB UNSUR

-

3

URAI*N KEGIATAN/TUGAS

<

HASIL
KER-'A/ouTPUT

ANCI(A
KREDTT PEI.AKSANA TUGASlj 2

t2

13

t4l

Mpns'o^Lo- l-;i- c 6 7. vqrqr \rcuilrrl rangfca loenE[kagf
ragam/ diversifi kasi produk tcetaUtan aan
perikanan

[a.poran o.o16 Terampil

M.r.v..J qpA.srr uirrlan pemDnaan ttrI(ait
diversilikasi produk kelautan dari pcrikanan

laporan 0.05 Mahir

Melalcuka'p€tlt
perikanao dalam rangka peningkatan mutu
a Mengumpulkanaa@

usaha {identifikasi, verifikasi aan raftasi}
untuk mendapatkan kriteria usaha flayalq
pros pektif, potensiat)

Laporan 0.o16 Terampil

b It.vrvr.J ra,1.,A.r.r r uErrrart pem bmaai kompetensi
tenaga kerja di unit penangananTgargofahan
hasil kelautan dan perikanan

laporan o.05 Matrit'

c Menyiapkariuatra"@
investqsi dan fasilitasi at<ses pelUi"yan ai
bidang usaba

L€,poran o.2 Penyelia

Pelaksanaan pettsuj ian@
perikanan dalam rangka pernbinrian Muhr d.an
Keamanan Hasil Kelautan dan peikanan

a Pengkondis i.tr 
"tomou@aboraturiufir

l Mdakukan pengtconaiG
peralatan/ruanqan La,poran o.oo4 Terampil

2l |I{etakukan verilikasi per"lat 
"lPenguiian/ru.r*an

:raqref rbt *ffi

[a.poran o.o2 Penyelia
b M

de:
---v..5.Lvrrur_rfLclr! IJclanaf,'all uJl

ngan tingkae

o.o1
Sederhana Laporan

2l Serlnno Mahir

Me -__+_____laKuKan penvianan nernnal
[a,poran o.04 Penyelia

It E^-

2l

rq,cur qan pengKooean sampel [aporan o.oo4 Terarn.ail
Perawatarn sampel Fengarsipil?;
pengemasan dan perryimpanan)

Laporan o.oo4

-

Teramtriil



NO UNSUR SUB UNSUR

-

3

URATAN KEGIATAN/TUGAS

-

HASIL
KER.IAlOI.JTPUT

ANGKA
KREDIT PEI.AKSANA TUGAS

T 2

3)

.1:PreparaEi ""*p"@fuEhomosertisqcil

5 6 7
Laporan o.oo4 Terampil

16 u :nrriankan ^^Al^ | vSvrr-ta

MettttutoJffi-+rs/ l/era ltc

Memhlrrf lqnrfqn c+a-:-
Laporan 0.o04 Terampil

t7
Laporan 0.01 Mahit'

F-

F
b S"d; Laporan o.o04 Terampil

Me

der

;r
lalnrkan na

[a.poran o.o2 Mahir
gan tingkat:
Srr{arho-

b

-

Sedans
L,aporan o.o04 Terampil

Malqlnrlro
Laporan o.o2 Mahir. lryu.sErf€ur.ilt lr€qnFt€l/ meola

reagensia laporan 0.oo4 Terampil
Menyusun itr"tru
pengujian peralatan datam rangka pelaksanaan
penerapan sistem manajemen mutu dengan
tinp*at

)s.rgrnana

rectArrs
I taporan

b
(J.oo8 Terampil

2 M

-

:lakukan *
[,aporan o.03 Mahir

a
Pen5rusunan Rancangan Standar Nasional
lndonesia 1

Laporan o.o2 Mahit'

b f,r----:- -r,.vrvrq1.,Acrrr r;anan crananS ranglca perumusan
Rancangan Standar Nasional tndonesia 2

Laporan c.04 Penyelfa

c .vrErry raplslr:r oanan Kongensus Rancangan
Standar Nasiona! lndonesia 3

Laporan 0.04 Penyetia
d r6qrrrpufrian oanan hasrl jqiak pendapat laporan 0.02 Mahir
e I arrreu6qru1'lulran oanan evaluaSr penerapan

Standar Nasional Indonesia
[a.poran 0.04 Penyelja

I



NO UNSUR SUB UNSUR

-r

3

URAIAN KEGTATAN/TUGAS HASIL
KER^tAlotrTPUT

ANGI(A
KREDIT PELAKS,TNA TUGAS

.T 2
4

5:"-,"*os, qan pelaporan kpgiatan
Pelayanan Teknis dan Opdasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautran dan perikanan

Melakukan 
"ukegratan pelayanan Teknis dan Opeiasional

Pembinaan Mutu dan Keamanan i{asil Kelautan
dan Perikanar 

rr 
. sebqgai:

6 7
Laporan

ACLIIA

Anggota

-JMelakukan ""*
lftSrttll mubr dan keamanan basil kelautan
toan penkanan dalam rangka pelayanan Teknis
dan Operasional pembinaan Uutiaan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan,
sebagai:

.

o.2 Fenyelia
o.1 Mahif

o.04 Terampil
[a.poran

a Ketua

Anggotab o.2 Penyelie.
l- c.1 MshirIlPr r Errr uLr€rzlt-t narya .I\lrs/ 

Kar5ra llmiah di
bidangPembinaan Mutu aan Xeamanan
Hasil Kglautan dan perikanan

I MembUat Kanra Trrliq.flli.qa,o rr
o.04 Terampil

renetitian, p"t ek"ji.r, *i;;1."""1", o)tdang Pembirraan Mutu dan Ke*imanan Hasil(elautan dan perikanan yang dip.rblikasikan:

hal-- I_sq.r wrrlr.n uqru yant oltcrbttlcan dan
diedarkan Eecara nasional

Buku 12.5 Semua jenjang

s**Fil""g
2

b raJcuan rrrruan yang dalcui oleh LIpI Naskah 6

1 

rvrembuat kaqra tulis/karya itffi,trT-alsil
penelitian, pengkajian, suryey dan evaluasi di
bidang Pembinaan Mutu dan-Keamanan Hasil
Kelautan dan perikanan yang tidak
dipublikasikan:
--,-t-.-_J
a lDalrtr' ;-

Semua jenjang

b Dalam bentuk m&alJ
Buku I Semua jenjang

3 Membuat kary.
tinjauan atau ulasan itmiah aengan g"g""an
sendiri di bidang pembinaan t*uiu aL
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan yang
dipublikasikan:

.

Makalah 4 Semua jenjang

Semua jenjang



N'O UNSUR
SUB UNSUR

_r__ 3

URT{IAN KEGTATA N/TuClA s

A

HASIL
KER.TAIouTPLrr

-_+

5

-

Buku

Nffi_-

Buku

I 2 ANGTAT

KREDIT

6

PELAKATNA TUGAS

-

7
uemua jenjang

a

12.5

6

b

l+ Me muua Demua;enjang

tinjauan .t"" il*"rri ;;i'r':':T T*P"
;::1T di bidang#;',ffi ffi.ilffd*'
;trffirli;1f"'::"tan dan P*'.1',* v*e

t ilt

-

Jatambenrukuf

l.
b ,qer-rr,"rffiffi- 7
Membuattffi Makalah 3.5

Yv^..seJEruang

=-S-mrr^ :-l:- -

f€neneilrehaa I

pembinaan Mutu can rr"niananT."i?i1."*
dan, perikanan yang ai*,"uarruiltarlleraf ui

Naskatr 2
_v--.se JsruGurE,

uemua jerijang

-

semua jenjang
gasasan dan atau l*n ffiT?,ffi,Pembinaan Mutu a*, r""r*rirrii"if f"f.,,t"r,dan Perikanan pada pertemuan iimiah

fiasKah 2.5

ll Fv.lyqLluratt Dulcu dan
H*:b11" lain di bidang peJ;; I Menerie-ol'ElJ

y, 1., il *;;;''"H''.1f11fr.::- binaan
Perikan an yang dipu bril.iif.arr-J#rr, bentuk:

/ /tt** 

Keamanan Hastr Kerautan dan

/////r 7

; semua jenjang
I

I

2

a

Buirr

Naskahl
Me:

vvruqaJenJang

:--
semua jenjang

--_____
o.D

I

-l

y 
" L' ;"'' ;;;;;'ffi]i,',.:,:.,1ils Pem binaan

Perikanan yangtidak dipublil;# dalambentuk:

__ _y--_sc vutLq

-

tm benfuk makalahb Dali uuku 3 Semua jer.rjang
Makatah r.5 semua jenjang

:
i-
s
E
F.

F

E-

E
E
ft-



NO UNSUR
SUB UNSUR

URAT.ITV KEGIATA N/TUGAS

f 
Pembinaan Mutu dan feamlnlni""if Kehutan

f 
dan Perilcanan yang dimuat J;i;; na6ar:a:-_

HASIL
KER.IAlOT'TPTIT

-

5k

k

-

recloman

-

rrUKnlS

ti 2 ANGKT
KREDIT

--
6

8

6

PELAKSANA TUGAS

-

7

-

uemua jenjang

-

uemua jenjang

-

semua je4jang

renvllslrnan h'L.,
o"ljt "-- ^ : ;:-:* l#q(Jrrlatr/ Ket€ntuan I

2

3

,.'.-.r,..o*I'o**E'"TffiiTtrIH?:m
I Kelautan dan perikanan

-

.;l.ir]-uSrrnOaff Fbrd;;p";;l;;irffJl'#tffi
Kelautan dan Ferikanan

-

Menvusrrn '{- 
'

P-embinaan Muru d"r, K"u;"r;ri.ll
Kelautan dan perikanan

"o;, o,l"* p",fo_#"iTl,lffiIlF
tasil Kelautan dan perikanan- -s' '\r

-t : : ,ISiar/rnrlotil. a^

3 uemua jenjang

semua jeqiang

:----
semua jenjang
E--

IVlPenunjang
A

r""e"i"ni7-tt;fi ,a#riL_0r",,
Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan danPerikanan

Menl
zu "g"i""atl-;r-; ffi ffiffi ,#,ffi ffi ilI.,earnanan Hasil l(-elau*, ;;;;fi ar,

qr& FrerEaran

Kali

o.15

B Peren oo-+E
serrrinar/lokakarva/konferensi 

di bidang
l_"3 ui**' Murr dan K;;;;ri"l,,
Kelautan dan perikanan irlpemuarrffi

lr- 3
c. fPeserta I(aIi 2

2 Mhgikurid;m Kali I
--^uua.;c1.tr1€tllg
ljefnur iadia--

a I(ut
.5

I1€dhqonfao- -r
b Anggota Kali 1.5 Semua jenjaneE_v.*. sqqrrr clrganrsasi profesi

--

KeanocAto--.t-H

Mer Kaliuaor atre€pta organisasi o.",EEil I semua jefri!I

-

Anggota 

-

2 Tahun

Tahun

DUPAK

Piagam

Piagam

I
o.7s
o.04

u4rarn r tm fenilai Mer jadi anggota TE; p.;G
lJsruuaJentang

-_:

:emua{eljaneuemuaJenjang

-

semua jenjang

ff

II fjasa Iili:P""
ln
2 l0 (dua pulutrJ an".- 3 lJcrnuaJenJang

-

liemrrr ianio-^2
.6 a

a

I
I
a

e
r,.
f-

E=



NO UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS
HASIL

KER.TAlOUTPUT
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

1 2 3 4 5 6 7

3 1O (sepuluh) tahun Piagam I Semua jenjang

F Memperoleh ijazah/ gelar pendidikan
lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

Semua jenjang

I Diploma III (D III) Ijazah/Aelat 4 Semua jenjang

2 f Diploma II (D II) Ijazah/Gelar 3 Semua jenjang

MET.ITERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAST REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Salinan Sesuai
KEMET{TE

l*lz-,.

APARATUR NEGARA

an Informasi Publik,
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JUMIIIH ANGKA KREDIT KI'MULATIF MINIMAT UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKATJABATAN FUNGSIoNAL AsIsrEN PEMBITA mrn: ia-Jr-rir.ainnr DAN pERIKANAN Dprcnr,r-ppruromen DI'ITMA II (D rD

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNM}I APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2OI8
TEI.ITANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KELAI.TTAN DAN PERII(ANAN

MET{TERI PENDAYAGUNAAI{ APARATUR NBGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

nd

ASMAN ABNUR

Salinan Sesuai
KEMENTERIAN
DAN REFORM
Ke Biro Hu

ARATUR NEGARA

NO UNSUR PRESENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIoffi
ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELATJTAN DAN PERIKANAN

,J MAHIR PEI'IYELIA
I TT /lr lft II4

40

IUNSUK U'I'AMA
I

lA. Pendidikan
I

i 1. Pendidikan sekolah
2. Diklat

B. Pelayanan Teknis dan Operasional pembinaarr
Mutu dan Kea:rranan Ha.sil Kelautan dan
Perikanan _

C. PengemUatr

40 40

lIIl a ITT/b III/c III/d

+o 40 40 40

2 8Ao/o t6 32 48 84 t28 208

II UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan pelayanan
Ieknis dan Operasional pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan

4

s 2oo/o 4 8 12

100

22 32 52

d LtrYll/fl.trl
lOOo/o 40 60 80 150 200 300

<-'/^'4 i

KRASI 'ult4
- '.'- ->?

Komunikasi,

Herman S

Informasi publik,
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNMN APARATIJR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASII REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU
HASIL KEIIIUTAN DAN PERIKANAN

JUMIIIH ANGKA KREDIT KUMI,III'NT'MIMMAI, UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU TIASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA M (f,) I4

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRA^SI REPUBLIK INDONESIA,

Salinan Sesuai
KEMENTERIAN
DAN REFO

Biro

APARATUR NEGARA ttd

ASIYIAN ABNUR

NO UNSUR PRESENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DA}I AT-IGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HA.SIL KELAUTAN DAII PERIKANAIV

TERAMPIL MAHIR PEI{YELIA
Irlc rr/d rrl/a rrub III/c rn/d

I UNSUR UTA.IVIA

A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 60 60 60 60 60 60
2. Diklat

B. Pelayanan Teknis dan Operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikan€rn > 80%o 16 32

68
LL2 t92

C. Pengembangan Profesi 4

II UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang pel,aksanaan
Pelayanan Teknis dan Operasional
Pemhinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan

3 2oa/o 4 8 18 28 48

JUMLAH lOOo/o 60 80 100 150 200 300

,.o

OKRASLJ?-.a_-9
Komunik+Q

Herman urya

Informasi Publik,



Salinan Sesuai
KEMENTE
DAN REFO

-67 -

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TET.ITANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MI.'TU

HASIL KELAUTAN DAN PERII(AI'TAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PEI\TY ESUAIAN / NIPASSNIG
BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI PENDAYAGUNAAI-I APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

APARATUR NEGARA
ttd

ASMAN ABNUR
rn
c,

*

NO
GOLONGAN

RUANG TJAZIJI
ANGKA KREDIT DAI,I MASA KEPANGI(ATAN

KURANG
1 TAHUN

1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN
4 TAFTUN/

LEBIH
I 2 3 4 5 6 7 8

1 II/b DIPLOMA II 40 4+ 48 53 58
2 II/c DIPLOMA II 60 64 69 74 78

DIPLOMA UI 60 65 70 75 79
3 rr/d DIPLOMA II 80 8+ 88 93 98

DIPLOMA IIT 80 85 89 94 99
4 III/a DIPLOh{A II 100 11r t22 133 145

DIPLOIvIA III 100 TL2 123 134 L46
5 rrr/b DIPLOMA II 150 L62 173 184 L96

DIPLOM.A III 150 163 L74 185 r97
6 III/c DIPLOMA II 200 222 245 269 29L

DIPLOMA III 200 223 246 270 292
7 III/d DIPLOI,IA II/ DIPLOMA III 300 300 300 300 300

rnoxntj$"2
fril; K;;"-;&-€l

Herman

Informasi Publik,


